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Abstract 

This research aims to conduct an in-depth analysis of international crime patterns, focusing on the case study of 

human trafficking in the era of globalization. Utilizing the Normative Legal Research Method, this study 

explores legal norms, regulations, and relevant international documents. Transnational crimes, particularly 

human trafficking, are identified as complex phenomena with root causes involving both global and local 

factors. In the analysis of international crime patterns, especially through the case of human trafficking in the era 

of globalization, it can be concluded that this phenomenon has complex and far-reaching impacts, requiring 

serious attention from the international community. The pattern of human trafficking reflects the dynamics of 

globalization, where economic growth, technological advancements, and interconnectivity between countries 

provide opportunities for organized criminal activities. This transnational crime also underscores the urgency of 

international cooperation in addressing cross-border criminal patterns. Human trafficking is not just a criminal 

issue but also a serious violation of Human Rights, demanding protection of humanitarian values. A 

multidisciplinary approach, including social, economic, and spiritual aspects, is key to developing 

comprehensive solutions to combat this crime. Although Indonesia has shown commitment through the 

ratification of international agreements and legislation such as Law Number 21 of 2007, effective 

implementation, law enforcement, and cross-sectoral cooperation remain ongoing challenges. The conclusion 

drawn from this analysis of international crime patterns emphasizes the necessity of global collaboration, robust 

legal norms application, and a holistic approach to prevent and combat human trafficking in the era of 

globalization. Collective efforts are hoped to shape a more just world that respects the fundamental rights of 

every individual. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap pola kejahatan internasional, dengan 

fokus pada studi kasus perdagangan manusia di era globalisasi. Dengan menggunakan Metode Penelitian 

Hukum Normatif, penelitian ini menelusuri norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan 

dokumen-dokumen internasional terkait. Kejahatan transnasional, khususnya perdagangan manusia, 

diidentifikasi sebagai fenomena yang kompleks dengan akar masalah yang melibatkan faktor-faktor global dan 

lokal. Dalam analisis pola kejahatan internasional, khususnya melalui kasus perdagangan manusia di era 

globalisasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena ini memiliki dampak yang kompleks dan meluas, 

membutuhkan perhatian serius dari komunitas internasional. Pola kejahatan perdagangan manusia 

mencerminkan dinamika globalisasi, di mana pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan keterkaitan 

antarnegara memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi secara terorganisir. Kejahatan 

transnasional ini juga menyoroti urgensi kerjasama internasional dalam menanggapi pola kejahatan lintas batas. 

Perdagangan manusia bukan hanya masalah kriminal, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap Hak 

Asasi Manusia (HAM), yang menuntut perlindungan nilai- nilai kemanusiaan. Pendekatan multidisipliner, 

termasuk aspek sosial, ekonomi, dan spiritual, menjadi kunci untuk mengembangkan solusi menyeluruh dalam 

penanggulangan kejahatan ini. Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen melalui ratifikasi perjanjian 

internasional dan legislasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, implementasi yang efektif, 

penegakan hukum, dan kerja sama lintas sektor terus menjadi tantangan yang perlu diatasi. Kesimpulan dari 

analisis pola kejahatan internasional ini menegaskan perlunya kolaborasi global, penerapan norma hukum yang 

kuat, dan pendekatan holistik untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan perdagangan manusia di era 

globalisasi. Upaya bersama ini diharapkan dapat membentuk dunia yang lebih adil dan menghormati hak-hak 

asasi setiap individu. 
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Pendahuluan 

Berkat terdapatnya sokongan teknologi data serta komunikasi yang terus menjadi 

ekonomis, gampang, berdaya guna serta efisien menyebabkan arusperpindahan evakuasi 

bagus global ataupun nasional terus menjadi bertambah. Kesejagatan dalam rasio global yang 

berakibat pada terdapatnya perkembangan dalam aspek teknologi data komunikasi serta 

pemindahan menipiskan batasan dampingi negeri (borderless). Perihal ini jadi prinsip dalam 

aturan hukum global, paling utama hal konsepsi independensi negeri. Batasan negeri ialah 

garis terluar dari pemisahan kekuasaaan dampingi negeri yang berkuasa dipisahkan antara 

negeri satu dengan negeri yang lain (Gadis, dkk, 2022). 

Tiap negeri di bermacam bagian alam sudah aman dalam hukum global dan memiliki 

hak khusus buat menyelenggarakan independensi negaranya tanpa bisa diintervensi oleh 

negeri lain ataupun pihak manapun. Independensi sesuatu negeri ialah perihal yangsangat 

telak (mutlak) yang tidak bisa diacuhkan, sebab independensi selaku ciri suatu negeri yang 

merdeka serta berkuasa. Uraian hal independensi Negeri berarti kewenangan paling tinggi 

yang jadi watak ataupun karakteristik penting sesuatu Negeri. 

Tetapi kewenangan paling tinggi ini memiliki batas-batas yang dibatasi oleh batas-

batas area Negeri, yang maksudnya kalau sesuatu Negeri cuma mempunyai kewenangan 

paling tinggi di dalam batasbatas wilayahnya bagus area bumi, laut serta hawa. Independensi 

memiliki maksud kalau negeri memiliki hak kewenangan penuh untukmelaksanakan hak 

teritorialnya dalam batas-batas area Negeri yang berhubungan. Prinsip independensi di dalam 

Piagam PBB ialah salah satu prinsip bawah yang sangat berarti dandihormati paling utama di 

dalam kecocokan posisi hak dampingi Negeri di bumi, dalam perihal ini ialah salah satu 

prinsip ataupun ajaran yang diucap dengan“ juice cogens” ataupun“ peremptory norms” 

(Santoso, 2018). Dalam menerapkan kebijaksanaan politiknya tiap negeri wajib 

memperhatikanprinsip Independensi Negeri, dimana tiap negeri yang berkuasa mempunyai 

hak-hak ekslusif (exclusive right) semacam Yurisdiksi penuh atas kesalahan yang dicoba 

dalam wilayahnya. 

Trafficking in individu ataupun yang lebih diketahui dengan sebutan human 

trafficking (perdagangan orang) masuk dalam tipe kesalahan transnasional yang mengaitkan 

rute negeri. Gairah hendak kejadian perdagangan orang ini terus menjadi bertumbuh serta jadi 

pancaran masyarakt global (Wulandari serta Wicaksono, 2014). Pada Annex II Preamble 

United Nation Convention Against Transnational Crime yang memastikan hal Protocol to 

Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Individu, Especially Women and Children, 

Supplementing the United Nation Convention Against Transnastional Organized Crime, 

dimana dalam determinasi itu dibilang kalau butuh terdapatnya pendekatan dengan cara 

global yang komperhensif untuk menghindari pelakon perdagangan orang serta mencegah 

hak-hak dari para korbannya. Lebih lanjut arti hendak human trafficking dalam akad di atas 

menarangkan kalau perdagangan orang selaku pengiriman, perekrutan, penampungan, 

pemindahan, ataupun pendapatan seorang dengan bahaya ataupun kekerasan serta bentuk-

bentuk pemaksaan yang lain. 

Kesalahan transnasional memliki sebagian wujud, salah satunya kesalahan 

perdagangan orang. Shinta Agustina menguraikan kalau perdagangan orang ataupun 

trafficking in individu ialah salah satu kesalahan transnasional yang 

mementingkan pada korbannya ialah anakanak serta permpuan (Agustina, 2006). 

Lebih lanjut dijelaskna kalau watak dari kesalahan ini pada biasanya bertabiat rute batasan 

kedaerahan serta pelakon dari kesalahan ini merupakan perkongsian badan kesalahan global. 

Moh Abdul Qudus serta Pujiyono menerangkan kalau perbuatan kesalahan perdagangan 
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orang ialah tanggung jawab korporasi serta pelanggaran hak asas orang (Qudus, 2019). 

Dalam riset yang memakai tata cara riset yuridis normatif ini dipaparkan lebih lanjut 

kalau sesuatu tubuh korporasi bisa dimintakan pertanggung balasan bila teruji melaksanakan 

perbuatan kejahatan perdagangan orang bagus itu dicoba dengan cara terencana atau tidak 

terencana. Rusdaya Basri menelaah dalam risetnya hal pemecahan dalam membasmi human 

trafficking. Dipaparkan kalau buat menghindari terbentuknya perdagangan orang penguasa 

butuh mencermati aspek kemisikinan di area sosial masyarkat serta meberikan kesempatan 

alun-alun kegiatan (Basri, 2012). Oleh sebab itu, analisa pola kesalahan global, spesialnya 

dalam kondisi perdagangan orang, jadi berarti buat menguasai pangkal permasalahan, gairah 

kemajuan, dan usaha penanggulangannya. Lewat riset permasalahan perdagangan orang, riset 

ini hendak berupaya menguak serta menganalisa pola kesalahan global di tengah gairah 

kesejagatan yang membuat lanskap keamanan garis besar. 

 

Metode Penelitian 

Pada riset ini, tata cara riset yang diaplikasikan merupakan Tata cara Riset Hukum 

Normatif. Pendekatan ini ialah sesuatu tata cara riset hukum yang bertabiat doktrinal, 

dilaksanakan dengan menganalisa materi pustaka ataupun informasi inferior yang relevan 

dengan rumor hukum yang lagi diawasi. Bagi Peter Mahmud Marzuki, Tata cara Riset 

Hukum Normatif merupakan sesuatu cara yang dipakai buat menciptakan ketentuan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk membagikan balasan kepada rumor 

hukum yang dialami. Dalam kondisi riset ini, hukum dimengerti selaku entitas yang tercatat 

dalam peraturan perundang-undangan, ataupun selaku kaidah serta norma yang jadi prinsip 

sikap orang yang dikira layak. 

Soerjono Soekanto, dalam menguasai riset Hukum Normatif, memutuskan dorong 

ukur bersumber pada watak serta ruang lingkup patuh hukum. Patuh hukum dimaksud selaku 

sesuatu sistem anutan mengenai realitas, yang melingkupi patuh analitis serta dogmatis kala 

hukum ditatap cuma mengaitkan pandangan normatifnya. Walaupun begitu, Soekanto 

melaporkan kalau patuh hukum pula bisa dimaksud selaku sesuatu sistem anutan mengenai 

hukum cocok dengan norma serta realitas, ataupun selaku sesuatu angan-angan yang 

direalisasikan dalam wujud hukum yang hidup. Dalam perspektif ini, patuh hukum 

mempunyai bidang biasa serta spesial yang memantulkan kerumitan kenyataan hukum yang 

mengaitkan interaksi antara norma serta sikap orang. 

 

Pembahasan 

Kesalahan transnasional mempunyai sebagian arti, kejahatanan transnasional awal 

kali dikemukakan pada United Nation Convention Against Transnational Crime pada tahun 

2000 di Palermo, Italia. Sebutan transnasional akrab berhubungan dengan yurisdiksi-

yurisdiksi tiap negeri dalam melawan kesalahan bagus yang bertabiat mandatory atau non 

mandatory. Yurisdiksi mandatory lebih berpusat pada keberlakukuan hendak kesalahan yang 

terjalin dalam area sesuatu negeri, kemudian yurisdiksi non mandatory lebih doyong pada 

kesalahan kepada korban dari masyarakat negeri yang terpaut (Gukguk serta Berhasil, 2019). 

Ada 2 (2) garis besar dari arti kesalahan transnasional ialah sesuatu aksi selaku sesuatu 

kesalahan serta locus ataupun lokasinya terjalin di rute negeri (Mansur, 2005). 

Dari garis besar itu bisa dimengerti kalau kesalahan transnasional didefinisikan selaku 

perbuatan kesalahan rute negeri dalam jenis sesuatu aksi dibilang kesalahan bila terdapat 

ketentuan hukum yang dilanggar. Dapat saja terdapat sesuatu yang direncakan dengan cara 

analitis, terorganisir, serta dilaksanakan dalam sesuatu negeri tetapi aksi itu bukan sesuatu 

kesalahan, tetapi berlainan perihalnya bila ada sesuatu gejala aksi yang diformulasikan, 

disiapkan buat melaksanakan sesuatu pelanggaran hukum yang menanggu independensi 
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sesuatu negeri serta masuk kedalam yurisdiksi negeri hingga perencanaan itu lewat rute 

negeri, hingga aksi itu bisa dikategorikan selaku kesalahan transnasional. Kesalahan 

Transnasional lebih lanjut bila diamati dari Keterangan ASEAN di Manila tahun 2017 

menjabarkan kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam kesalahan transnasional, semacam 

(Prasada, dkk, 2023): 

• Illicit Drug Trafficking (perdagangan narkotika); 

• Money Laundry (pencucian uang); 

• Terrorism (kejahatan terrorisme); 

• Arm Smuggling (perdagangan senjata); 

• Trafficking in Person (perdagangan manusia. 

 

Human trafficking ataupun perdangan orang ialah sesuatu aksi yang dikategorikan 

selaku perbuatan kejahatan. Tidak hanya itu, aksi perdagangan orang berlawanan dengan 

nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip proteksi Hak Asas Orang (HAM). Tidak bisa dibantah 

kalau aksi human trafiicking ini ialah sesuatu aksi yang sungguh-sungguh untuk area sosial 

warga serta negeri. Era modern ini human trafficking ialah kesalahan kepada manusiawi yang 

dimaksud lebih dalam ialah pelanggaran HAM. 

Sebenarnya orang mempunyai bagian yang serupa, dalam anutan filosofi Hindu di 

Bali ada ilosofi Tri Hita Karana yang mempunyai dasar dalam menciptakan keceriaan serta 

keselamatan hingga butuh terdapatnya penyeimbang ikatan antara orang dengan Tuhan, orang 

dengan orang, serta orang dengan lingkungannya (Hadat, 2020). Dari filosofi makan 

seharusnya orang janganlah menganggap sesama orang semacam barang ataupun benda 

dengan menghasilkan orang selaku subjek jual beli dengan modus serta wujud apapun. 

Berusia ini kemajuan pelakon human trafficking memakai bermacam berbagai tata cara 

ataupun modus-modus dalam melaksanakan operasinya. 

Dalam sebagian permasalahan modus dari perdagangan orang ini doyong menjurus 

pada warga miskin yang tidak berakal. Dalam praktiknya para pelakon lebih memilah 

memakai kekerasan bagus itu raga atau kejiwaan yang membagikan efek kepada keamanan 

korban. Para pelakon hendak berusaha denganberbagai metode semacam memanipulasi akta 

semacam bukti diri calon korban serta akta ketenagakerjaan. Penyalahgunaan kewenangan 

ialah aspek yang kokoh dalam permasalahan human trafficking ini. Sebagian pelakon dalam 

aksi ini mempunyai posisi ataupun kewenangan khusus serta kerap melalaikan peraturan 

yang terdapat serta melaksanakan aksi melawan hukum yang berhubungan dengan 

kedudukan yang didudukinya. 

Modus yang sangat canggih dari pelakon dalam memerangkap korbannya merupakan 

dengan bahaya pelunasan pinjaman. Situasai ini diucap dengan Dominasi posisi rentan, yang 

berarti korban dirayu buat memakai jasanya dari dirinya buat dijadikan agunan dalam 

pelunasan hutang-hutang itu (Octora, 2018). Berikutnya, sehabis pelakon sukses memonopoli 

suasana korban, dikala korban membenarkan buat bertugas serupa dengan pelakon, pelakon 

hendak memanfaatkan para korban dengan melaksanakan penempatan korban selaku daya 

kegiatan migran bagus di bertugas di aspek asisten rumah tangga, distribusi narkoba, 

pelacuran, apalagi selaku sukarelawan donor alat badan yang pastinya dengan cara illegal. 

Aplikasi perdagangan orang yang sangat terkini dikala ini merupakan selaku 

pelayanan dinas pasangan, korban dijanjikan pendamping dari luar negara yang mapan. 

Meski korban memanglah dijodohkan serta berbaur, tetapi korban dalam praktiknya justru 

memperoleh perlakuan sebaiknya pembantu rumah tangga serta kerap menyambut perlakuan 

pelecehan intim dari keluarga pendampingnya. Bermacam berbagai modus, metode, kiat, 

hendak dipakai pelakon dalam pembedahan aksi human trafficking ini. Bagus dengan metode 
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klasik atau dengan metode terkini yang menjajaki kemajuan zaman. Oleh sebab itu dalam 

gairah hukum di bumi, penguasa Indonesia butuh membuat instrument hukum yang bertabiat 

ius constituendum, spesialnya dalam peraturan human trafficking ini. Buat itu butuh 

terdapatnya pencarian hal ratifikasi hukum positif di Indonesia hal aksi human trafficking 

ataupun perdagangan orang ini. 

Perbuatan kejahatan kesalahan Human Trafficking sudah diatursecara jelas dalam 

Undang-Undang 21 Tahun 2007 mengenai Pembertantasan Perbuatan Kejahatan 

Perdagangan Orang. Hukum, bagi UU itu yang ada dalam artikel 1 serta 2 menerangkan 

kalau aksi penuhi faktor perdagangan orang mendeskripsikan kalau aksi itu tercantum dalam 

perbuatan kejahatan perdagangan orang. Definsi dari perbuatan kejahatan perdangan orang 

ataupun orang ada dalam artikel 2 bagian 1 UU itu kalau dikatakannya perbuatan kejahatan 

perdagangan orang bila melaksanakan perekrutan, penampungan, memindahkan, mengirim, 

atau menyambut seorang dengan melaksanakan bahaya kekerasan apalagi melaksanakan 

penyekapan, menculik, membodohi, memanipulasi, menyalahgunakan posisi kewenangan, 

memerangkap seorang dengan pinjaman kemudian memakainya dengan bermaksud buat 

mengeksploitasinya (Alhakim, dkk, 2023). 

Artikel itu pula menjelaskankan hal ganjaran yang dijatuhkan pada pelakon yang 

teruji melaksanakan perbuatan kejahatan perdagangan orang ialah dengan bahaya 

hukumanpidana maksimum 15 tahun bui serta minimun 3 tahun bui sebaliknya dendanya 

maksimum Rp. 600. 000. 000, 00. Bagi Gajic Veljanoski, menjual belikan orang merupaka 

aksi yang jelas-jelas melanggar Hak Asas Orang, fokusnya melanggar hak independensi, 

proteksi, integritas, serta independensi dalam beranjak. Perdagangan orang yang korbannya 

kebanyakan wanita ialah aksi kekerasan yang mengutip hak wanita, sementara itu hak-hak 

wanita pula tercantum dalam hak-hak orang, pada intinya kejahataan perdagangan orang 

tidak menyangka orang selaku bagian dari orang. Ada pula faktor yang terdapat dalam 

perdagangan orang, faktor itu antara lain (Alhakim, dkk, 2023): 

Pelakon, sesuatu golongan yang sudah sistematis teramasuk dapat saja eksekutor 

negeri mapun perorangan. 

Aksi ataupun cara, tindkan dari perdagangan orang dapat dicoba dengan cara otomatis 

ataupun terencana, hendak namun umumnya tindkaan itu dilakuakn dengan cara terencana 

yang amat terorganisir. 

Modus, aksi ini dicoba supaya perbuatan kesalahan itu sukses dicoba ataupun 

terjaminnya aksi itu dicoba dengan cara mudah. Perihal ini dicoba denganmemberikan 

bahaya kekerasan, menyekap, memanipulasi, membodohi, sampai membagikan bayaran 

Tujuan, perihal ini ialah suatu yang jadi dampak dari aksi itu, misalnya semacam 

melaksanakan aksi memperjual belikan orang untuk mendapatkan profit duit yang amat 

banyak. 

Dalam penanganan permasalahan dari perbuatan kejahatan perdagangan orang 

amatlah berbedadari penanganan permasalahan perbuatan kejahatan kesalahan yang lain. 

Penanganan dari permasalahan ini berdasar pada hukum kegiatan kejahatan, terkesuali 

keadaan yang sudah didetetapkan oleh UU PTPPO, poses penyelesaiannya ialah pelacakan, 

pengecekan, penuntutan dipengadilan. Dalam artikel 41 bagian 1 UU PTPPO mengatakan 

bila dalam langkah sidang tersangka tidak muncul hingga sidang senantiasa dilanjutkan serta 

diputuskan tanpa kedatangan tersangka. Padal artikel 2 bagian 1 menerangkan hal saksi dari 

perbuatan perdagangan orang sebaliknya pada artikel 7 bagian 1 menarangkan kalau 

pertambahan bahaya ganjaran kejahatan untuk pelakon yang melaksanakan perbuatan 

kejahatan perdagangan orang dengan membagikan cedera berat pada korban, menimbulkan 

korban memperoleh penyakit yang membahayakannyawanya, menimbulkan kendala jiwa, 

hancurnya guna pembiakan, apalagi kehamilan, menyebabkan bahaya kejahatan ditambah 
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sepertiga dari bahaya yang ada dalam pasa l2 bagian 1-6 dengan maksimum hukumannya jadi 

20 tahun serta minimun 4 tahun bui dengan kompensasi sangat banyak ialah Rp. 800. 000. 

000, 00. 

Perdagangan orang masuk kedalam jenis kesalahan global, alhasil para pakar 

menghasilkan opini mengenai ceruk serta watak dari kesalahan global. 

Pakar semacam Bassiouni berkata hal faktor dari kesalahan transnasional ialah 

(Ekstrak, dkk, 2021): 

• Sesuatu aksi yang mempunyai akibat tidak cuma buat satu negeri, melainkan 

di sebagian negeri. 

• Aksi yang membagikan dampak atau akibat pada masyarakat dari bermacam 

negeri atau bukan cuma satu negara 

• Tata cara ataupun sarana yang dipakai dalam kesalahan melampaui batasan 

dari territorial suatu negara 

 

Buat membasmi serta atau menghindari kesalahan orang ini lalu terjalin, haruslah 

diupayakan sesuatu akad global. Akad nasional dengan perjanjianinternasional sistem hukum 

serta ikatan hukum antara satu negeri dengan negeri yang yang lain yang pula melaksanakan 

akad alhasil mempunyai kesatuan hukum. Apalagi dalam faktanya, merdekanya sesuatu 

negeri sering-kali pula sebab dorongan negeri lain dengan cara langsung ataupun tidak 

langsung (misalnya dibutuhkannya pengakuan dari negara-negara yang lain). Sebetulnya 

akad global ialah genus dari genus yang berbentuk dari akad tercantum asas-asas yang 

terdapat dalam akad global yang jadi suatu alas. 

Dasar yang sangat pokok ataupun elementer merupakan dasar pacta sunt servanda 

yang mempunyai watak mengikat untuk mereka yang sudah membuat akad atau hukum untuk 

mereka yang membuat akad. Ada pula regulasi hal akad global sendiri ada dalam Pesan 

Kepala negara No 2826 atau HK atau 1960. Bertepatan pada 22 Agustus 1960 yang di 

tujukan pada DPR, serta jadi prinsip ataupun alas dari dikerjakannya perjanjianinternasional 

bertahun tahun lamanya. Dari Pesan Presidenini dipaparkan mengenai mengesahkannya akad 

global dapat dicoba dengan Peraturan Kepala negara atau Hukum dicocokkan dari isi modul 

dalam akad global yang ingin disahkan. 

Bagi Aturan Palermo, negeri badan dalam kesepakatan itu haruslah mempraktikkan 

langkahlangkah legislatif serta yang lain yang memanglah dirasa butuh buat menangani, 

memidana, ataupun melaksanakan penangkalan terpaut dengan perdagangan orang, kususnya 

buat mencegah kanak-kanak serta wanita yang kerap dijadikan korban perdagangan orang. 

Sesungguhnya semenjak bertepatan pada 19 April 2007. Saat sebelum melaksanakan 

ratifikasi kepada Aturan Palermo, UU hal pemberantasan perbuatan perdagangan orang sudah 

di undangkan di negara ini, UU itu ialah UU No 21 Tahun 2007 Mengenai Pemberantasan 

Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang (UU PTPPO). 

Indonesia sudah meratifikasi sebagian akad global, ada pula ketergantungan antara 

regulasi nasional dengan akad global ialah dengan treaty kontrak yang mempunyai arti kalau 

Indonesia wajib menaati peraturanperaturan hukum yang terdapat dalam sesuatu kesepakatan 

bila Indonesiatelah merativikasi kesepakatan itu alhasil otomatis jadi negeri partisipan. 

Ratifikasi ditaksir untuk mengesahkan akad, yang dapat mengikat sesuatu negeri dengan 

negeri yang lain yang pula meratifikasi kesepakatan itu. Dengan Indonesia sudah 

melaksanakan ratifikasi Aturan Palermo menghasilkan kesertaan PBB buat turun menolong 

ataupun menghindari perbuatan perdagangan manusaia, bagus mencakup korban ataupun 

saksi. 

Mangulas hal ratifikasi hukum Positif Indonesia dalam perbuatan kejahatan human 
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trafficking atau trafficking of individu pastinya butuh terdapatnya pemaparan pendek hal 

timeline dari intrument hukum global yang telah memastikan ketentuan hal perdagangan 

orang lebih dulu. Di tahun 1904 di perkenalkan suatu akad kerjasama yang dikenal 

Convention for the suppression of the Traffic in Individu anf of the Exploitation of the 

Prostitution of Others. Akad kerjasama ini diperoleh selaku Kesepakatan di tahun 1910 serta 

hadapi amandemen sebesar 4 (4 kali) dimana pernbaikan akad ini selesai di taun 1949. 

Melompat jauh di tahun 1979 United Nation Convention on the Elimination of all form of 

Discrimination Against Women (CEDAW) serta United Nation Convention on the Rights of 

the Child, dimana kesepakatan ini beranjak buat melawan kekerasan kepada anak serta wanita 

lewat aksi trafficking yang beranjak dalam jaringan pelacuran serta pornografi (Agustina, 

2006). 

Indonesia ialah negeri hukum yang ialah salah satu bagian dari negara- negara yang 

terdapat di bumi. Pastinya Indonesia memiliki komitmen hal penghapusan trafficking di 

bumi, spesialnya di Indonesia dengan meratifikasi instrument hukum yang telah dituturkan di 

atas, serta menciptakan ketentuan itu ke dalam hukum positif nasional. Ada pula aturan-

aturan itu antara lain hukum penghapusan pembedaan kepada wanita di tahun 1984 

(CEDAW). Kemudian di tahun 1990 terdapatnya Ketetapan Kepala negara hal hal hak-hak 

anak dimana peraturan ini meratifikasi ketentuan yang terdapat dalam kesepakatan hak anak. 

Kemudian di tahun 1998 serta tahun 2000 pergi ketentuan hal penganiayaan serta 

perlakuan kejam kepada orang serta penghapusan bentuk- bentuk perjaan kurang baik untuk 

anak. 2 ketentuan itu meratifikasi dari Convention Againts Torture serta Kesepakatan ILO 

182. Intrument hukum global di atas menguatkan hukum positif yang terdapat di Indonesia 

Mengenai bawah untuk pengahpusan human trafficking. Artikel 65 hukum Ham memastikan 

kalau tiap orang spesialnya anak di dasar baya, berkuasa buat memperoleh perindungan dari 

sesuatu kegiatan pemanfaatan serta pelecehan intim, perdagangan, penculikan serta lain-lain. 

Kemudian ada Artikel 83 dalam determinasi hukum proteksi anak, dimana determinasi ini 

menata dalam perihal seorang melaksanakan perdagangan, menjual ataupun menculik anak 

hendak dipidana bui sangat lama 15 (5 simpati) tahun serta minimun 3 (3) tahun bui, dan 

kompensasi sangat banyak beberapa Rp 300. 000. 000 (3 dupa juta rupiah) serta sangat 

sedikit Rp 50. 000. 000 (5 puluh juta rupiah). 

Tidak hanya dari determinasi di atas KUHP selaku bawah hukum pemidanaan di 

Indonesia pula menata hal deskriminasi kepada wanita serta kanak- kanak, khsususnya 

kaitannya dengan penafsiran trafficking. ada pula Pasal-pasal dalam KUHAP yang dipakai 

bawah dalam pemidanaan pelakon trafficking didetetapkan dari Artikel 287-333. Perihal 

yang keras berhubungan dengan trafficking didetetapkan dalam Artikel 297 serta Artikel 324 

yang memastikan ganjaran kepada pelakon perdagangan wanita serta pria di dasar baya. 

Determinasi di atas bisa melukiskan gimana seriusnya penguasa dalam menanggulangi 

kesalahan human traffivking ini. Tetapi kehatan merupana kejadian sosial yang 

penyelesaiannya tidak cuma lewat pendekatan norma-norma hukum semata. Dalam perihal 

ini butuh terdapatnya usaha mensinergikan usaha penguatan hukum dengan bidangbidang 

lain semacam pemahaman kebatinan, ekonomi, sosial dimana bidangbidang ini bisa kurangi 

terdapatnya tindakan-tindakan human trafficking (Prasada 2023). 

Ulasan hal analisa pola kesalahan global, spesialnya riset permasalahan perdagangan 

orang di masa kesejagatan, menerangi kerumitan kejadian ini serta akibatnya yang menyebar. 

Kesalahan transnasional, semacam perdagangan orang, awal kali dengan cara resmi diakui 

dalam United Nations Convention Against Transnational Crime pada tahun 2000. 

Kesepakatan ini membagikan bawah hukum global buat menanggulangi kesalahan rute 

negeri, tercantum perdagangan orang. Kesalahan ini mempunyai arti yang mengaitkan aksi 

semacam perekrutan, penampungan, pemindahan, serta pengiriman orang dengan bahaya 
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kekerasan, penyekapan, ataupun pembohongan buat tujuan pemanfaatan. 

Kesalahan transnasional kerapkali terpaut akrab dengan sedi-segi kesejagatan, di 

mana pinggiran negeri jadi kurang relevan, serta interkoneksi antarnegara terus menjadi 

bertambah. Riset permasalahan perdagangan orang mengatakan pola kesalahan ini 

mengaitkan golongan terorganisir yang menggunakan kerentanan sosial, ekonomi, serta 

politik di bermacam negeri. Modus operandi pelakon melingkupi bahaya kekerasan, 

penyekapan, manipulasi akta, serta penyalahgunaan kewenangan. Dalam usaha penindakan 

kesalahan ini, berartinya kerjasama global jadi pancaran. Aturan Palermo serta akad global 

yang lain mendesak negara-negara buat mengutip langkah-langkah legislatif serta 

penangkalan untuk melawan perdagangan orang. Tetapi, aplikasi yang efisien kerapkali 

mengalami tantangan, paling utama terpaut dengan perbandingan pemahaman, prioritas 

nasional, serta ketidakpatuhan negara-negara kepada norma-norma global. 

Kesalahan perdagangan orang, dengan modusnya yang lalu bertumbuh, tidak cuma 

mudarat dengan cara ekonomi namun pula melanggar prinsip-prinsip Hak Asas Orang 

(HAM). Uraian hendak nilai-nilai manusiawi, semacam yang terlihat dalam filosofi Tri Hita 

Karana di Bali, menerangkan berartinya proteksi kepada tiap orang. Oleh sebab itu, 

penindakan kesalahan ini tidak cuma membutuhkan pendekatan hukum, namun pula usaha 

rute zona serta multidisipliner buat menghindari, mencegah korban, serta melempangkan 

kesamarataan. 

Pada tingkatan nasional, Indonesia sudah mengutip langkah-langkah sungguh-

sungguh dengan meratifikasi akad global serta menghasilkan hukum, semacam Hukum No 21 

Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang. Tetapi, 

tantangan sedang terdapat dalam aplikasi serta penguatan hukum, serta butuh terdapatnya 

sinergi antarbidang buat merumuskan pemecahan holistik. Pemahaman hendak kesalahan 

transnasional, tercantum perdagangan orang, butuh lalu ditingkatkan, serta usaha bersama 

dari warga global jadi kunci dalam melawan pola kesalahan ini di masa kesejagatan. 

 

Kesimpulan 

Dalam konteks analisis pola kejahatan internasional, terutama melalui studi kasus 

perdagangan manusia di era globalisasi, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini memiliki 

dampak yang luas dan kompleks serta menuntut perhatian serius dari masyarakat 

internasional. Pola kejahatan perdagangan manusia menjadi cermin dari dinamika globalisasi, 

di mana faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, teknologi, dan interkoneksi antarnegara 

memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi secara terorganisir. Kejahatan 

transnasional ini juga mencerminkan pentingnya kerjasama internasional sebagai respons 

terhadap pola kejahatan yang melibatkan lintas batas negara. Upaya bersama dalam 

pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum menjadi esensial dalam 

menghadapi kompleksitas perdagangan manusia di era globalisasi. 

Perdagangan manusia juga menjadi pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), 

mengingat nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Pentingnya pendekatan 

multidisipliner, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan spiritual, menjadi kunci untuk 

merumuskan solusi holistik dalam menanggulangi kejahatan ini. Indonesia, melalui ratifikasi 

perjanjian internasional dan undang- undang seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, 

telah menunjukkan komitmennya dalam mengatasi perdagangan manusia. Namun, perlu terus 

ditingkatkan upaya implementasi, penegakan hukum, dan sinergi lintas sektor untuk 

merespons dinamika kejahatan transnasional ini. Dengan demikian, kesimpulan dari analisis 

pola kejahatan internasional, khususnya perdagangan manusia di era globalisasi, menekankan 

perlunya kolaborasi global, penerapan norma hukum, dan pendekatan holistik dalam 

mencegah dan menanggulangi kejahatan ini untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan 
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manusiawi. 
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